Laporan Keuangan DISPERINDAG Provinsi Kepulauan Babel Per 31 Desember TA 2025

  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I

PENJELASAN UMUM


Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.


A.1 
Dasar Hukum


Pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:
a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.);

b. Undang-undang No. 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

c. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara;

e. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

f. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);
k. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N0m0r 1781)
m. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023 No.6 Seri B).

A.2   Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
Pada tahun 2025 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,09% meningkat dari tahun 2024 yang hanya sebesar 0,77% dengan didukung laju pertumbuhan industri pengolahan sebesar 4,33% dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 21,14% dan laju pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 4,97% dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 15,65%

Adapun visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2029 yang juga merupakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Babel Berdaya 2029 “Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”

Berdaya adalah akronim dari “Bersama Dayat Hellyana” yang merupakan nama Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2025-2030. Secara harafiah berdaya mengandung arti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga;daya saing didefinisikan sebagai kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal diantara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing dalam satu bidang usaha; berbudaya adalah mempunyai budaya; mempunyai pikiran dan akal budi yang sudah maju; mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain; dan sejahtera adalah aman sentosa dan makmur.
Misi pembangunan daerah tahun 2025-2029 menjadi prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan sebagai berikut:  Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

1. Misi 1, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Berdaya dan Berbudaya.
Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia secara merata dan berbudaya dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

2. Misi 2, Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

3. Misi 3, Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumberdaya berkelanjutan.

.

A.3   Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dimana SIPD merupakan sistem yang mengatur keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Tujuan SIPD adalah memudahkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien, serta menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan seluruh daerah di Indonesia. SIPD ini didasarkan pada regulasi terbaru pemerintah, seperti Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana didalamnya menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

A.4  Basis Akuntansi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
Sedangkan tujuan dari kebijakan akuntansi adalah menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan entitas pemerintah daerah. Selain itu kebijakan akuntansi juga berfungsi sebagai acuan dalam keseragaman penyajian laporan keuangan dengan tidak menghalangi masing - masing entitas pelaporan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Jenis Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2. 
Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan  Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  adalah basis kas. Yaitu Pendapatan dan pengeluaran hanya dicatat saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Hal ini akan berkaitan langsung dengan laporan realisasi anggaran. Dan basis akrual digunakan untuk pencatatan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Hal ini berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.


4.3.
Basis Pengukuran yang Mendasari  Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang   diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

A.5 
Kebijakan Akuntansi 


Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasardasar,konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

5.1 
Pendapatan – LO
1. Definisi dan Pengakuan
Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan – LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi  pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
a. 
Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih;

b. 
Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserah terimakan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga;
c. 
Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan   kewajibannya;
d. 
Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan/kas diterima.
2. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
3. 
Penyajian dan Pengungkapan


a. 
Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber   pendapatan;


b. 
Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah;


c. 
Di samping disajikan pada LO, Pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
5.2 
Pendapatan-LRA

1. 
Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
2. 
Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
3. Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan LRA disajikan pada LRA dan LAK.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah.

B. 
Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

B.1. 
Beban

1. 
Definisi


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. 
Pengakuan dan Pengukuran

a. Beban Operasi
· Beban Pegawai


Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui  saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
· Beban Barang dan Jasa

a). 

Beban Persediaan


Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

b). 
Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas


Beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

c). 
Beban Penyusutan


Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

d). 
Beban Piutang Tak Tertagih

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, pada akhir periode pelaporan diakui sebagai beban penyisihan tidak tertagih.
3. 
Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

B.2. Belanja

1. 
Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. 
Pengakuan dan Pengukuran

Belanja diakui pada saat terjadinya pengleuaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
3. 
Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

a. LRA sebagai pengeluaran daerah;

b. LAK masuk kategori aktivitas operasi;

c. LAK masuk kategori aktivitas investasi;

d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

C. 
Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. 
Definisi


Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan SKPD. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya.

2. 
Jenis


Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah yang dikelola oleh SKPD yaitu:

· Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di SKPD berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
· Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

3. 
Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:
· Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
· Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.

4. 
Pengukuran


Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.

5. 
Penyajian dan Pengungkapan


dan Setara Kas disajikan dalam neraca dan LAK.
Saldo Kas dari pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas dengan akun lawannya akun Pendapatan Ditangguhkan pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB). Dalam hal pengembalian belanja disetorkan pada Tahun Anggaran Berikutnya, maka dicatat Pendapatan Lain-lain LRA atau Pendapatan Lain-lain LO.

D. 
Kebijakan Akuntansi Piutang

1. 
Definisi


Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. 
Jenis-jenis

· Piutang Pendapatan;
· Belanja Dibayar Dimuka;
· Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
· Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); dan
· Piutang Lainnya.
3. 
Pengakuan Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Dengan kriteria:


a. Telah diterbitkan surat ketetapan;

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;


c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4. Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam:

a. Surat ketetapan;

b. Surat Penagihan;


c. Nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
Piutang berupa uang muka/belanja dibayar dimuka dan piutang kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Pada akhir periode akuntansi dibuat daftar umur piutang. Atas dasar daftar umur piutang dibuat penyisihan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut:
	Lama  Menunggak
	Status
	% Diragukan Tertagih

	0-1 Tahun
	Lancar
	0%

	> 1-2 Tahun
	Kurang Lancar
	25%

	> 2 sampai 3 tahun
	Kurang Lancar
	50%

	> 3 sampai 5 tahun
	Tidak Lancar
	75%

	> 5 tahun
	Macet
	100%


5.  
Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Penyisihan piutang tak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

E. 
Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. 
Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Barang yang masuk sebagai persediaan:

a. 
Barang yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti barang habis pakai;

b.
Bahan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat pertanian dan bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat seperti KDP yang akan diserahkan kepada masyarakat.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti minyak beras dan gula.
2. 
Pengakuan Persediaan diakui pada saat:

a.
Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. 
Diterima atau hak kepemilikan dan/atau kepenguasaannya berpindah (dokumen berupa faktur, kwitansi atau BAST)
Pencatatan Persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang dituangkan Berita Acara Hasil Stock Opname Per 31 Desember 2025. Seluruh SKPD wajib melampirkan Berita Acara tersebut dalam Laporan Keuangan.
Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada di tempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di SKPD maka barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan.
3. 
Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

F. 
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. 
Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. 
Jenis-jenis

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jaringan, Irigasi, dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya;

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3. 
Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pengakuan aset tetap berdasarkan transaksinya terdiri dari:


a. 
Perolehan yaitu suatu transaksi terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,  dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan;


b.
Pengembangan yaitu suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;


c.
Pengurangan yaitu suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan;


d.
Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian permanen suatu aset tetap.
4. 
Pengukuran

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap:

a. Komponen Biaya Perolehan


Biaya perolehan meliputi harga pembelian, termasuk bea impor dan   pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat serta seluruh biaya yang secara langsung dapat sihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.


Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).

 Pengukuran aset tetap harus memperhatikan nilai satuan minimun kapitalisasi aset tetap:

· Peralatan mesin per-satuan sama dengan atau lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
· Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
· Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi jika memenuhi persyaratan :

 Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan  volume aset yang telah dimiliki dengan pengertian:
· Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis  yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
· Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
· Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
· Bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

 Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi Service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

c. 
Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
6. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
7. 
Penyusutan

Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya (hewan,tanaman, buku perpustakaan) tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana aset tetap.Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat menambah umur aset.
8. 
Nilai aset tetap pada Neraca Tahun Anggaran 2020 adalah nilai yang telah direkonsiliasi diinternal SKPD antara pengurus barang dengan PPK – SKPD dan telah direkonsiliasi dengan DPPAD selaku Pembantu Pengelola Barang.

9. 
Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

G. 
Kebijakan Aset Tak Berwujud


Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan di komputer lain. Aset tak berwujud diukur dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

H. 
Kebijakan Aset Lain-lain

1. 
Definisi

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

2. 
Jenis-jenis

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

3. 
Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 
4. 
Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasikan aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
5. 
Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dna diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban


Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

J.  
Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset tetap dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

4.4. 
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntnasi Pemerintahan
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan Realisasi APBD yang dikelolanya dan Laporan Keuangan Tahunan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stadar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dengan Basis Akrual sehingga akan mampu menyajikan Informasi Keuangan yang transparan, akurat dan akuntable.
Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab I.
Penjelasan Umum
A.1.
Dasar Hukum 
A.2.
Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
A.3.
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.4.
Kebijakan Akuntansi 
Bab II.
Penjelasan Atas Pos-Pos LRA 
B.1.  Penjelasan Umum LRA
B.2.
Penjelasan Per Pos LRA



B.3. Catatan Penting Lainnya
Bab III. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
C.1.
Penjelasan Umum Neraca
C.2.
Penjelasan Per Pos Neraca

C.3.
Catatan Penting Lainnya
Bab IV. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
C.1.
Penjelasan Umum LO
C.2.
Penjelasan Per Pos LO

C.3.
Catatan Penting Lainnya
Bab V.
Penjelasan Atas Ekuitas
C.1.
Penjelasan Umum LO
C.2.
Penjelasan Per Pos LO

C.3.
Catatan Penting Lainnya
Bab VI.
Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
Bab VII.Penutup

BAB II

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1
PENJELASAN UMUM 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. 
Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
· Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
· Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
· Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
· Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

B.2
PENJELASAN Per POS LRA

B.2.1.
PENDAPATAN

1.
Pendapatan Daerah
Pendapatan yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran ad alah pendapatan yang diterima selama TA 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan  sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 446.422.443,- dari anggaran Rp. 400.000.000,- atau sekitar 111,61 %. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:
	No
	Uraian
	
	2025
	
	2024

	1
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	Rp
	446.422.443,-
	Rp
	572.885.561,-

	
	Jumlah
	Rp
	446.422.443,-
	Rp
	572.885.561,- 


B.2.2 
BELANJA

Belanja yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 yang telah dipertanggungjawabkan oleh  Bendahara. Realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.279.301.427,- dari anggaran Rp.21.038.543.678,- atau sebesar 91,64 %.
1. Belanja Operasi
Realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.277.636.427,- dari anggaran Rp. 21.020.743.378,- atau sebesar 91,71%. Dengan rincian sebagai berikut :
	Uraian
	Realisasi 2025
	%
	Realisasi 2024

	
	Anggaran
	Realisasi
	 
	 

	Belanja Pegawai
	Rp.16.917.707.957,-
	Rp. 15.537.477.775,-
	91,84
	Rp.16.899.247.224,-

	Belanja Barang dan Jasa
	Rp.  4.103.035.421,-
	Rp.  3.740.158.652,-
	91,16
	Rp. 5.383.208.510,-

	Jumlah Subsidi
	Rp.          0,-
	Rp.       0,-
	00
	Rp. 0,-

	Jumlah
	Rp. 21.020.743.378,-
	Rp. 19.277.636.427,-
	97,29
	Rp.22.282.455.734,-


a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.537.477.775,- dari anggaran Rp. 16.917.707.957,- atau sebesar 91,84%. 
b)  Barang dan Jasa
Jumlah Belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 4.103.035.421,- dan realisasinya sebesar  Rp.  3.740.158.652,- atau 91,16%. 

c) Belanja Subsidi
Jumlah Belanja Subsidi dalam Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitunng Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.0,- Sedangkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar  Rp. 0,-.
2. Belanja Modal
Jumlah Belanja Modal  dalam Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 17.800.300,- dan realisasinya sebesar  Rp.1.665.000,- atau sebesar 9,35% dengan rincian sebagai berikut:
	BARANG
	2025
	%
	2024

	
	Anggaran
	Realisasi
	
	Realisasi

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
	Rp.17.800.300,-
	Rp.1.665.000,-
	9,35
	Rp. 160.805.300,-

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	Rp.    0,-
	Rp.     0,-
	0
	  Rp.     0,-

	JUMLAH
	Rp.17.800.300,-
	Rp.1.665.000,-
	9,35
	Rp. 160.805.300,-


a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.665.000,- atau 9,35% dari anggaran Rp. 17.800.300,-,- dan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 160.805.300,-,-.
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,- atau 0% dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.0,-
c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,- atau 0% dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.0,-
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,- atau 0% dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.59.000.000,-
APBD Per 31 Desember 2025
	
	Anggaran
	Realisasi
	%

	Pendapatan Retribusi Daerah
	Rp.         400.000.000,-   
	Rp.      446.422.443,-
	111,61

	Belanja Pegawai
	Rp     16.917.707.957,-
	Rp.   15.537.477.775,-
	  91,84

	Belanja  Barang & Jasa  
	Rp.      4.103.035.421,-
	Rp.    3.740.158.652,-
	  91,16

	Belanja Subsidi
	Rp.               0,-
	Rp.              0,-
	0

	Belanja Modal  Peralatan dan Mesin
	Rp.         17.800.300,-
	Rp           1.665.000,-
	9,35

	Belanja Modal  Aset Tetap Lainnya
	Rp.              0,-
	Rp.              0,-
	0

	Surplus / (Defisit)
	(Rp.20.638.543.678,-)
	Rp.(18.832.878.984,-)
	91,25


BAB III

PENJELASAN POS-POS NERACA
C.1. 
PENJELASAN UMUM


Neraca adalah salah satu bagian dari laporan keuangan suatu entitas bisnis/perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemegang saham pada akhir periode akuntansi perusahaan tersebut. Laporan posisi keuangan (Balance Sheet atau Statement Of Financial Position) atau neraca adalah suatu laporan yang wajib dibuat oleh sebuah perusahaan. Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi suatu entitas bisnis/ perusahaan dalam membuat keputusan.
Sesuai dengan pengertian neraca, berikut ini adalah beberapa manfaatnya bagi suatu perusahaan;
· Berguna sebagai alat untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun.
· Berguna sebagai alat untuk analisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid.
· Berguna sebagai alat untuk analisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi     utang jangka pendek sebelum jatuh tempo.

C.2. 
PENJELASAN Per POS NERACA
C.2.1.  Aset

Total Aset Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.8.185.454.112,32 berkurang sebesar Rp.   -1.266.028.908,- atau 13,39%  dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.9.451.483.020,32  
1. Aset Lancar
Aset Lancar Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.90.100.000,- berkurang sebesar Rp.5.126.000,- atau 5,38% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 95.226.000,- Asset lancar ini terdiri dari :
· Persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 475.000,-
· Beban sewa di bayar dimuka sebesar Rp.89.625.000,-
A. Kas

Kas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,-  atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,-

A.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Saldo kas UP/GU/TU Kas sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- karena sisa saldo kas sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
A.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD
Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- karena semua penerimaan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 
B. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dinas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara Hasil Opname sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tambahan). Jumlah persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 475.000,-
2. Aset Tetap
Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2025 sebesar Rp.7.687.484.285,32 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 Rp. 9.046.262.353,32 turun sebesar Rp.1.358.778.068,- atau sebesar 15,20% dengan rincian sebagai berikut:                                      

	  No
	Uraian
	
	2025
	
	2024

	1.
	Tanah
	Rp
	713.236.606,00
	Rp
	713.236.606,00

	2.
	Peralatan dan Mesin
	Rp
	16.665.488.052,10
	Rp
	18.111.6690.081,50

	3.
	Gedung dan Bangunan
	Rp
	5.719.508.296,82
	Rp
	5.719.508.296,82

	4.
	Jalan, Irigasi dan Jembatan
	Rp
	227.226.000,00
	Rp
	227.226.000,00

	5.
	Aset Tetap Lainnya
	Rp
	450.000,00
	Rp
	450.000,00

	6.  
	Akumulasi Penyusutan
	 Rp
	   ( 15.638.424.669,00)
	 Rp
	   ( 15.725.848.631,00)

	
	Jumlah
	Rp
	7.687.484.285,32
	 Rp
	9.046.262.353,32


2.1. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2025 Rp.713.236.606,- tidak ada penambahan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 713.236.606,-

2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 Rp. 16.665.488.052,10 ada penambahan sebesar Rp.1.446.202.209,40,- dibandingkan dengan saldo periode 31 Desember 2024 Rp. 18.111690.081,50
Penambahan disebabkan oleh:

· Belanja Modal APBD 2025 sebesar Rp. 1.665.000,-. 

Pengurangan disebabkan oleh:

· Reklas Alat laboratorium Rp.1.201.335.029,40 

· Penghapusan aset sebesar Rp.246.532.000,- berdasarkan SK Penghapusan Nomor :100.3.3.4/59/BAKUDA/2025 tgl 16 April 2025 dan Nomor :100.3.3.4/59/BAKUDA/2025 tgl 13 Juni 2025
Adapun rincian Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:
	No
	Uraian
	
	2025
	
	2024

	    1
	Alat-alat Besar
	Rp
	857.865.000,00
	Rp
	857.865.000,00

	    2
	Alat-alat Angkutan
	 Rp
	         1.538.452.200,00
	Rp
	                  1.784.984.200,00

	3
	Alat-alat Bengkel dan alat ukur
	Rp
	      1.195.379.430,00
	Rp
	      1.195.379.430,00

	4
	Alat Pertanian/Peternakan
	Rp
	191.461.500,00
	Rp
	191.461.500,00

	5
	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	Rp
	       2.367.938.988,00
	Rp
	2.366.273.988,00

	6
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
	Rp
	     1.739.274.847,00
	Rp
	     1.735.324.847,00

	7
	Alat Laboratorium
	Rp
	  7.042.591.463,10
	Rp
	8.243.926.492,50

	8
	Komputer
	Rp
	1.715.300.824,00
	Rp
	1.715.300.824,00

	9
	Alat Kedokteran
	Rp
	17.223.800,00
	Rp
	17.223.800,00

	
	Jumlah
	Rp
	    16.665.488.052,10
	Rp
	   18.107.740.081,50


2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan  periode 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.719.508.296,82 sama dengan periode 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 5.719.508.296,82 dengan rincian sebagai berikut:
	No
	Uraian
	
	2025
	
	2024

	1
	Bangunan Gedung
	Rp
	5.719.508.296,82
	Rp
	5.719.508.296,82

	
	Jumlah
	Rp
	5.719.508.296,82
	Rp
	5.719.508.296,82



2.4.  Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan  periode 31 Desember 2025 Rp.227.226.000,- sama dengan periode 31 Desember 2024 yaitu sebesar   Rp.227.226.000,- 
Dengan rincian sebagai berikut:
	No
	Uraian
	
	2025
	
	2024

	1
	Instalasi
	Rp
	227.226.000,00
	Rp
	227.226.000,00

	
	Jumlah
	Rp
	227.226.000,00
	Rp
	227.226.000,00


	No
	Uraian
	
	2025
	
	2024

	1
	Buku Perpustakaan
	Rp
	450.000,00
	Rp
	Rp.                     450.000,00

	
	Jumlah
	Rp
	450.000,00
	Rp
	Rp.                    450.000,00


2.5. Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2025 sama dengan periode 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.450.000,- dengan rincian sebagai berikut:

	2.6.   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
	
	

	Akumulasi   Penyusutan   Aset   Tetap periode
	31
	Desember  2025 sebesar

	Rp. 15.638.424.669,00 dengan  rincian sebagaiberikut:

	Uraian
	
	2025

	Akumulasi Penyusutan Awal per 31 Desember 2024
	Rp
	15.725.848.631,00

	Penyusutan:
	
	

	· Penyusutan TA 2025

· Penyusutan penghapusan 

            asset tetap                     
	
	   .                        1.247.817.908,00
(1.335.241.870,00)
                        

	Total Penyusutan per 31 Desember 2025
	Rp
	15.638.424.669,00


         

2.7 Aset Lainnya
Nilai Aset Lainnya periode 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.407.869.826,40 dan Rp. 309.994.667,- Dengan rincian aset tidak berwjud  (software) sebesar Rp.59.000.000,-  asset lain-lain (aset rusak) Rp.1.469.538.029,40, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar (Rp.31.958.333,-)  dan akumulasi penyusutan asset lain-lain sebesar (Rp.1.088.709.870,-)
C.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.317.689,-  yang merupakan Utang Belanja Barang Jasa – Tagihan Listrik (UPT.RPK)  
C.2.3.EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 8.185.136.423,32.  
Dengan rincian sebagai berikut:
	No
	Uraian
	
	2025
	
	2024

	1
	Ekuitas  Awal
	Rp
	9.418.874.939,32
	Rp
	10.784.235.021,32

	2
	Surplus/Defisit LO
	Rp
	(20.066.617.500,00)
	Rp
	(23.208.344.096,00)

	3
	RK PPKD
	Rp
	18.832.878.984,00
	Rp
	21.841.025.473,00

	4
	Lain-lain
	Rp
	0,00
	Rp
	1.958.541,00

	
	Ekuitas Akhir
	Rp
	8.185.136.423,32
	Rp
	9.418.874.939,32


BAB IV

PENJELASAN POS-POS  LAPORAN OPERASIONAL (LO)
D.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Adapun tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas:

· Pendapatan-LO

· Beban

· Transfer

· Pos Luar Biasa.

D.2 PENJELASAN Per POS LO

D.2.1 PENDAPATAN-LO

Realisasi pendapatan selama Per 31 Desember 2025 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2024, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Adapun rinciannya sebagai berikut:
	No
	Uraian
	LRA
	Penyesuaian
	LO

	1
	Pendapatan Retribusi Daerah
	Rp.446.422.443,00
	Rp.  -
	Rp. 446.422.443,00

	2
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya
	Rp. -
	Rp.  -
	Rp.  -

	3
	Pendapatan Hibah
	Rp. -
	Rp.  -
	Rp.  -

	
	Jumlah
	Rp. 446.422.443,00
	Rp. 0,-
	Rp. 446.422.443,00




D.2.2 BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 20.513.039.943,-  turun sebesar Rp.3.268.189.714,- atau 13,74% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar     Rp.23.781.229.657,-

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 15.504.869.694,-  turun sebesar         Rp. 1.426.985.611,- atau 8,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024  sebesar      Rp. 16.931.855.305,-.  

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.745.602.341,- turun sebesar  Rp.1.556.092.819,-  atau 29,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar  Rp. 5.301.695.160,-
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.262.567.908 ,- dan Rp. 1.547.679.192,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. 
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	No
	Uraian
	 Jumlah 

	1
	Alat Pengangkat
	            1.695.000 

	2
	Mesin proses
	        63.984.500 

	3
	Pompa
	1.142.857 

	4
	Kendaraan bermotor penumpang
	         55.085.714

	5
	Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi
	          1.023.000 

	6
	Perkakas bengkel khusus
	             625.000 

	7
	Peralatan bengkel khusus peladam
	750.000

	8
	Alat penyimpan perlengkapan kantor
	        4.793.468 

	9
	Alat kantor lainnya
	        74.786.652 

	10
	Mebel
	        16.696.649 

	11
	Alat pembersih
	             773.333 

	12
	Alat pendingin
	        47.329.633 

	13
	Alat rumah tangga lainnya (home use)
	        17.796.056 

	14
	Kursi kerja pejabat
	2.278.225 

	15
	Peralatan studio audio
	             730.191 

	16
	Peralatan studio video dan film
	        12.841.919 

	17
	Peralatan cetak
	      282.446.463 

	18
	Peralatan studio pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
	          9.490.800 

	19
	Alat komunikasi telepon
	          2.313.333 

	20
	Alat kedokteran nuklir
	          3.157.697 

	21
	Alat Laboratorium kimia air teknik penyehatan
	        219.985 

	22
	Alat laboratorium umum
	        21.798.079 

	23
	Alat laboratorium mikrobiologi
	        48.812.440 

	24
	Alat laboratorium proses teknologi tekstil
	      172.500.000 

	25
	alat laboratorium uji kulit, karet dan plastik
	          1.110.313 

	26
	Alat laboratorium pertanian
	        49.693.863 

	27
	Laboratorium hematologi
	        11.973.974 

	28
	Alat laboratorium teknologi proses enzim
	          6.533.175 

	29
	Analytical instrument
	        46.501.180 

	30
	General laboratory tool
	        19.203.719 

	31
	Glassware plastic
	             498.667 

	32
	Personal komputer
	58.461.525 

	33
	Komputer unit lainnya
	        13.960.000 

	34
	Peralatan mainframe
	             412.500 

	35
	Peralatan personal komputer
	83.525.200 

	36
	Bangunan gedung kantor
	        69.339.207 

	37
	Bangunan gudang
	        11.841.992 

	38
	Bangunan gedung untuk hanggar
	          9.350.876 

	39
	Bangunan gedung tempat ibadah
	             970.000 

	40
	Bangunan gedung tempat pendidikan
	          1.416.623 

	41
	Bangunan gedung untukpos jaga
	             688.600 

	42
	Bangunan gedung garasi/pool
	3.053.466 

	43
	Bangunan gedung tempat kerja lainnya (30)
	             780.000 

	44
	Bangunan gedung tempat kerja lainnya (37)
	             899.400 

	45
	Asrama
	          8.319.300 

	46
	Instalasi air bersih/ air baku lainnya
	          5.546.667 

	47
	Jaringan sambugan kerumah
	             666.667 

	48
	Amortisasi asset tidak berwujud
	14.750.000

	 
	Jumlah
	   1.262.567.908 



4. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 
5. Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. 

6. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.
7. Pos Luar biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.
8. Defisit LO

Surplus/Defisit dari Operasi Per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp. 20.066.617.500,00) turun sebesar Rp.3.141.726.888,- atau (13,54%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.23.208.344.096,-).

Dengan rincian sebagai berikut:
	Surplus/defisit dari operasi
	2025
	2024

	Pendapatan
	                 446.422.443,00 
	                 572.885.561,00

	Beban
	20.513.039.943,00 
	23.781.229.657,00 

	Surplus/defisit dari operasi 
	           (20.066.617.500,00)
	         (23.208.344.096,00)


15. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

· Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini.

· Apabila terjadi penjualan aset tetap maka selisih nilai buku dengan pendapatan yang diterima dari penjualan aset tetap merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar
BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1
PENJELASAN UMUM

Ekuitas adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Ekuitas dapat juga didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva (aset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban). Jadi, pada prinsipnya ekuitas adalah kekayaan bersih yang berasal dari investasi pemilik dan juga dari hasil kegiatan usaha perusahaannya.

Menurut PSAK (2002) pasal 49, pengertian ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut.
E.2.
PENJELASAN Per POS LPE


E.2.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.418.874.939,32.dan Rp. 10.784.235.021,32.
E.2.2
Surplus (defisit) LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (20.066.617.500,00) dan Rp. (23.208.344.098,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
E.2.3. Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Nilai Penyesuaian Nilai Ivestasi Jangka Panjang Non Permanen untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- 
E.2.4. Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan AsetTetap

Nilai Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0,- .Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.
E.2.5. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Revaluasi Aset Tetap mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai ekuitas lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. 
E.2.6. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-

E.2.7. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.185.136.423,32 dan Rp. 9.418.874.939,32
Beban Belanja barang dan jasa perBAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1.  Gambaran Umum
Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017, maka dalam upaya mengimplementasikan pelaksanaan azas akuntabilitas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan dan masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
1.1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

1.2.1 Tugas


Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

1.2.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;

b. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;

c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas perindustrian dan Perdagangan; 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
1.2.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai susunan organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 
b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 

c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan 

h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi perencanaan, umum, keuangan serta membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengoordinasikan bidang-bidang.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;

b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh tiga Sub Bagian yaitu :
· Sub Bagian Perencanaan;
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan; 

c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program; 

d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait; 

e. pelaksanaan penyusunan laporan; 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; 

h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan 

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
· Sub Bagian Umum;
Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; 

b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan; 

c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai; 

e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai; 

f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana; 

g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; 

h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
· Sub Bagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan; 

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 

c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

d. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan; 

e. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan; 

g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan 

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri.
Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraandanpengoordinasian penyusunan program kegiatan bidang pengembangan wilayah dan pengawasan industri;

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan industri Provinsi;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyebaran dan pembangunan industri di wilayah industri Provinsi;

d. penyelenggaraan dan Pengoordinasian pengawasan standar produk industri di wilayah Provinsi;

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan data industri dan pengelolaan sistem informasi industri;

f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan usaha industri (IUI) besar, izin perluasan usaha industri (IPUI) industri besar dan perizinan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan wilayah dan industri di Provinsi;

h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan evaluasi standar produk industri di wilayah Provinsi;

i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;

j. penyelenggaraan  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri;

k. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri;

l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai aparatur Sipil Negara; dan

m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan  Industri dibantu oleh tiga Seksi yaitu :
1. Seksi Pengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah industri. 

2. Seksi Informasi dan Perizinan Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis informasi dan perizinan industri. 

3. Seksi Pengawasan Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan industri. 
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri

Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya, ketahanan dan akses industri. 
Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kegiatan bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri; 

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri di wilayah Provinsi; 

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah Provinsi;

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah Provinsi; 

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di wilayah Provinsi; 

f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah Provinsi; 

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah Provinsi; 

h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah Provinsi;

i.    penyelenggaraan promosi Industri di tingkat Provinsi dan nasional; 

j.    penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya, Ketahanan dan Akses Industri; 

k. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Sumber Daya, Ketahanan dan Akses Industri; 

l.   penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan 

m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Pengembangan Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri dibantu oleh tiga Seksi yaitu:
1. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia industri. 

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya alam dan teknologi industri. 

3. Seksi Fasilitasi dan Akses Industri, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan akses industri. 
5. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pengembangan Perdagangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi; 

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Penyediaan ketersediaan barang pokok dan barang penting; 

c. penyelenggaraan operasi pasar, pasar murah serta pemantauan harga dan stok; 

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pengawasan pupuk bersubsidi; 

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penyediaan sistem informasi perdagangan dan pelaksanaan pengumpulan data Perdagangan; 

f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin); 

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Perdagangan Mineral keluar Provinsi (SKPMKP) dan Surat Keterangan Pengemasan Ulang Produk Pangan Pokok (SKPUP3); 

h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi pembangunan pasar; 

i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor dan produk dalam negeri asal 1 (satu) Provinsi; 

j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan ekspor dan produk dalam negeri untuk perluasan akses pasar produk ekspor dan produk dalam negeri; 

k. penyelenggaraan dan pengoordinasian Pemetaan produk dan penyelenggaraan pencitraan produk ekspor dan produk unggulan daerah skala nasional; 

l. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan verifikasi perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, perizinan Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP PT B2); 

m. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan; 

n. penyelenggaraan administrasi di bidang Pengembangan Perdagangan; 

o. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan 

p. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh tiga Seksi yaitu :
1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri.

3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Pelayanan Perlindungan Konsumen; 

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pemberdayaan Konsumen; 

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengawasan Kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Pasar dan tempat penyimpanan; 

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan penegakan hukum pelanggaran di Bidang Perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota; 

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan pembinaan sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS–PK), petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan petugas pengawas tertib niaga (PPTN); 

f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan standard ukuran unit metrologi legal Kabupaten/Kota; 

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Interkomparasi standar ukuran milik unit metrologi legal Kabupaten/Kota; 

h. penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian; 

i. penyelenggaraan administrasi di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian; 

j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan 

k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh tiga Seksi yaitu :

1. Seksi Pengawasan dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Tertib Niaga. 

2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen. 

3. Seksi Standardisasi dan Kemetrologian mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis standardisasi dan kemetrologian. 
Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mempunyai:
1. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu

a. Kepala UPTD

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

d. Seksi Pengendalian Mutu
2. UPTD Rumah Promosi dan Kemasan
a. Kepala UPTD

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pelayanan Teknis, Pengawasan dan Produksi
d. Seksi Promos
3. Kelompok Jabatan Fungsional

a. JFT Penyuluh Perindag

b. JFT Penguji Mutu Barang

c. JFT Perencana Pertama
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai struktur organisasi sebagaimana gambar berikut:
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 


BAB VII
P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Per 31 Desember 2025.
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KABID PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI





KASI PENINGKATAN KUALITAS  SUMBERDAYA MANUSIA INDUSTRI





KASI  PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI INDUSTRI





KASI FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI
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KASI PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI





KASI  PENGAWASAN INDUSTRI





KASI INFORMASI DAN PERIZINAN INDUSTRI





KABID PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI





KASI PENGAWASAN DAN TERTIB NIAGA





KASI  KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN





KASI STANDARISASI DAN KEMETROLOGIAN





KASI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI





KASI  PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI





KASI PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)





KABID PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
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UPTD Rumah Promosi 
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